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PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR Jt, TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAlf KEPALA 
DESA SECARA SERENTAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk memantapkan proses pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten 
Maros, dipandang perlu m:enyempurnakan persyaratan 
kependudukan Bakal Calon; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 25 Tahun 2016 tentang .Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
i(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peinerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 



Menetapkan 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 571 7); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112  Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai 
Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 
15); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 
04). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANA.Af':'J 
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK. / . 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

I 
I 

I� i 
I 



.--------- ---··--·-·------------------- 

J 
. -.? :.;..  

'  ;:-•' 
�.,,. 

Pasal 17 

(1) Baka! calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat 
tinggal di desa setempat yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan 
surat keterangan domisili sebagai penduduk setempat dari Kepala Desa 
diketahui oleh Camat setempat. 

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan 
sebagai penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
dapat dilakukan oleh Camat. 

Pasa1 II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

r- X:EPALA BAGIAN HUKUM . 1 ! GMJ PERUNDANG�iJNOAN� 

:A RAHMAN, MM 

Diundangkan di Maros 
pada tanggal 1-0 cl tut..c: �I& 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAROS, 

Ir. H. BAHARUDDIN, MM 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP : 19600909 198603 1 029 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR .:1-?. 


